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PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI MESIR
MENURUT MUHAMMAD SA’ID AL-‘ASYMAWI

Oleh:
NURLAILATUL MUSYAFA’AH

ABSTRAK

Tulisan ini berusaha menelusuri pemikiran Muhammad Sa’id al-
‘Asymawi tentang penerapan hukum pidana Islam khususnya di Mesir.
Pemikirannya tersebut muncul sebagai tanggapan atas maraknya tuntutan
penerapan syariat Islam di Mesir terutama yang berkaitan dengan hukum
pidana Islam. Menurutnya, dalam menerapkan hukum pidana Islam
dalam sebuah negara harus ada penelitian yang membandingkan antara
hukum Islam dan undang-undang negara yang berlaku. Dari hasil
penelitiannya al-‘Asymawi berpendapat bahwa undang-undang di Mesir
termasuk mengenai hukum pidana telah memenuhi prinsip dasar syariat

Islam sehingga tidak membutuhkan perubahan sebagaimana tuntutan
beberapa kalangan.

Kata-kata kunci: Hukum, pidana, Undang-undang.

PENDAHULUAN

Saat ini, di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim
terdapat satu tuntutan’ yang sama yaitu adanya penerapan syari‘at Islam.’
Faktor adanya tuntutan tersebut adalah’karena adanya anggapan bahwa
umat Islam saat ini berada dalam keterbelakangan dan hidup
sebagaimana masa jahiliyah. Keterpurukan tersebut disebabkan oleh
pengaruh budaya Barat dalam kehidupan kaum muslimin, sehingga
diharapkan dengan adanya penerapan syari‘at Islam, kaum muslimin akan
sadar dan bangkit untuk keluar :dari ketertinggalan. Selain - itu, ada
anggapan bahwa kaum_ muslimin tidak akan berjaya selama tidak
mengikuti kehidupan Rasulullah dan para sahabat di masa khulafd’ al-
rasyidin.? n

Tuntutan penerapanysyari‘at khususnya dalam undang-undang negara,
tidak lepas dari anggapan bahwa hukum Barat merupakan hukum kafir
yang tidak bisa diterapkan di negara yang mayoritas berpenduduk
muslim.? Sedangkan negara muslim, karena pengaruh dan jajahan Barat
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* Dosen Tetap Fakultas Syar'i’ah IAIN Sunan Ampel Surabé‘yé:\

' Muhammad Sa‘id al-‘Asymawi, fawhar al-Isldm, (Kairo: Madbuli, 1997), 15.

2 Ibid. : ;% '

* Wahbah al-Zuhaili, “Tathbiq al-Syari’at wa Istimdad al-Qawéni min Mu‘in al-Figh
al-Islami”, dalam Majallah al-Syari’at wa 'af!—Diréisag al-Islamiyyat, (Kuwait: Desember 1987),
80. !
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_terdapat beberapa undang-undang yang mengadopsi dari
termasuk Mesir yang dijajah Perancis. Di Mesir tuntutan ini
oleh beberapa kalangan baik perorangan, kelompok may i
Seperti al-lkhwén al-Musliman® dan partai al-Wafd.* PUN party;
Desakan tuntutan penerapan syariat tersebuf terkadang menimh
kekerasan apalagi belum adanya kesepakatan antara bentuk Syaria an
diinginkan. AI‘Asymawi mencoba menengahi tuntutan tersebyt dt Yang
menyumbangkan pemikirannya terhadap syari‘at Islam. Ia mene:ga_n
penerapan syariat Islam yang identik dengan figh. la mengartikan 5g ' n-t'k
hanya berdasarkan etimologinya yaitu berarti jalan, syariat Islam fﬂat
diinginkan Allah bagi kaum muslimin adalah syari’at rahmat M;:g
menerapkannya berarti mengaplikasikan rahmat dalam kehidupan. sehariEl
hari bukan dengan penerapan figh dalam suatu Negara untuk dijadika;:,
undang-‘undang. Namun jika yang dimaksud adalam penerapan figh, ia
mgngan]urkan para penuntut syaria’t Islam untuk mempelajari élan
membandingkan antara hukum Islam dalam figh dengan undang-undang
Negara yang ada. Salah satunya adalah masalah pidana® karena
penerapan syariat Islam identik dengan menerapkan hukum pidana
Islam’. Menurutnya, tidak semua hukum pidana Islam saat ini dapat
diterapkan karena ada beberapa bagian yang sudah tidak relevan lagi
akibat perubahan zaman, namun ta’zir dapat diterapkan karena
merupakan kebijakan hakim yang dapat memutuskan masalah pidana
dengan hukuman yang sesuai tanpa terikat oleh waktu dan tempat.

. mereka
diseruky,

4 Jama’ah ini menginginkan penyusunan undang-undang yang sesuai dangan ajaran
Islam di Mesir karena undang-undang Mesir dianggap bercorak Barat. Ishak Musa al-
Husaini, Ikhwin Musliman, (Jakarta:. Grafiti, 1983), 80.

S Partai ini mengagendakan penerapan syari‘at Islam dan ia merupakan asas
terpenting dalam pembentukan hukum, tuntutan tersebut didasarkan pada anggapan
bahwa lslam adalah agama dan negara. Namun pada PEMILU tahun 1987, partai -ini
merubah pandangannya tentang Islam adalah agama dan negara menjadi agama adalah
untuk Allah dan negara untuk masyarakat. Meskipun demikian syari‘at tetap sebagai asas
pembentukan hukum. Lihat ‘Isham Fauzi, “Hizb al-Wafd”, dalam Fu’ad Mursi, al-
Intikhdbét al-Parlemeniyyat fi Misr, (Kairo: Markaz al-Buhdts al-‘Arabiyyah, 1987), 104.

6 Tuntutan penerapan hukum pidana Islam dalam undang-undang Mesir tetap
semarak. Karena undang-undang pidana di Mesir diadopsi dari Barat dan ia merupakan
undang-undang kafir tidak sesuai dengan nafas Islam. ' Sedangkan ta'zir hanya bisa
diterapkan ketika tidak terdapat nash Alquran dan Hadits yang menerangkannya. Bahkan
‘Abd al-Qadir ‘Audah dalam kitabnya al-Tasyr al-Jindi al-Isldmy mencoba membandingkan
hukum pidana Mesir dengan hukum Islam yang ada, yang dalam bukunya tersebut, ia
mengkritik undang-undang pidana Mesir yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal
syari'at Islam lebih mulia dan lebih manusiawi karena ia merupakan wahyu dari Tuhan
daripada undang-undang pidana Mesir yang diadopsi dari Barat yang tidak sesuai dengan
ruh Islam. ‘Abd al-Qadir ‘Audah, al-Tasyri’ al-Jind7 al-Islimi, (Beirut: al-Risalat, 1998), 5-

10. :

7 Khalid Muhammad Khalid, al-Dimugratiyah fi al-Islam, (Kairo: Dar-Al-Tsabit,
1985), 265.

-
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka i bawah ini akan dibahas
tentang pemikiran al-Asymawi terhadap penerapan hukum pidana lslam
di suatu Negara khususnya di Mesir.

UNDANG-UNDANG PIDANA DI MESIR

Undang-undang pidana adalah undang-undang yang mengatur balasan
atau hukuman terhadap tindak kejahatan pidana. Undang-undang ini
termasuk ke dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan
antara anggota masyarakat dan negara sebagai pemegang kekuasaan.
Dalam figh Islam, al-qandn al-jazd’i dibahas dalam figh jinayah.?

Kalimat jindyat merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata
jand. Secara etimologi jand berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan
jindyat diartikan’ perbuatan dosa atau perbuatan salah.® Orang yang
berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut
mujnd ‘alaih.’® Kata jindyat dalam istilah hukum sering disebut dengan
delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jindyat mempunyai
beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan ‘Abd al-Qadir ‘Audah,
bahwa jindyat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan
itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya."" -

Mesir, sesudah lepas dari kekhalifahan Turki Utsmani di tahun
1874, menggunakan KUHP yang berdasarkan pada sumber Eropa. KUHP
baru yang lahir pada 1948 ternyata juga tidak jauh berbeda dengan
KUHP peninggalan Eropa meskipun menurut konstitusi Mesir tahun 1977
dinyatakan bahwa syari‘at Islam merupakan sumber utama perundangan
Mesir.’? Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Negara Mesir tahun
1937, pasal 17 disebutkan bahwa “tidak ada kecenderungan dari
Undang-Undang sekarang ini untuk membatasi hak-hak pribadi yang

n,13

ditetapkan oleh syari’at”; .
Hal tersebut mengindikasikan bahwa syari‘at Islam merupakan

dasar utama dalam penentuan undang-undang. Meskipun demikian
banyak kalangan yang menuntut adanya perubahan dalam pembe.rlakuan
undang-undang di Mesir karena menganggap ada beberapa poin yang

tidak sesuai dengan syari’at Islam. . . .
Tuntutan penerapan syari‘at Islam di Mesir tersebut tidak lepas dari

pengaruh. jajahan Barat terhadap. negara tersebu.t. Karena pengaruh

8 Abdul Aziz Dahlan, (et. al.), Ensiklopedi Hukum Islam, ()akarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), 1444. .

9 Luwis Ma’luf, al-Munjid, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), 88.

10 1pid., 67. i

1 ‘Abd al-Qadir ‘Audah, al-Tayri” al-Jinéi al-Islami, 67. e

12 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,

2003), 120. -
13 Al-‘Asymawi, “Syari‘ah: Kodifikasi ....", 67.
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an Inggris terdapat bebcra]pﬁl bqlir pcrt.anungun yang
mengadopsi dari undang-undang Barat. _5Ch'“.‘48"' "““';F}"' anggapan

hwa undang-undang Mesir tidak Islami flam h.dll_ls' diganti dengan
.?aa:-i'z;t [slam. Syari’at Islam lebih bn.ik_ dnn. lebih ;n‘ul:fi -(.h!l_)ilﬁlc’lmg' undang.
undang Barat yang kafir. Ungkapan int sering l(:rlt‘;;nbtlll f‘l <1 t]lngdn ulqu-na
muslim. Padahal untuk mengemukakan hal lcm-‘, ut,’ 1:1::.15 «1}( al penelitian
antara undang-undang yang berlaku di suatu negara dengan htkum Islam,

jajahan perancis d

J

HUKUM PIDANA ISLAM MENURUT MUHAMMAD SA'ID AL
'ASYMAWI _ _
Muhammad Sa‘id al-"Asymawi dilahirkan di kota Kairo pad‘a tahun 1932,
la mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Kairo pa.da tahun
1954. la memulai karir hukumnya sebagai asisten Jaksa Wilayah dj

tahun 1960-an. Pada tahun

Alexandria dan menjabat di sana sampai : :
1961 dia diangkat sebagai Hakim, dan pada tahgm 1971 ia m?njabat
sebagai Penuntut Umum. Pada tahun 1981 dia diangkat sebagai Ketua

Pengadilan Tinggi Kriminal, Ketua Pengadilan Tinggi Banding Kairo (High
Court of Appeals), dan Ketua Pengadilan Tinggi Keamanan Negara di
Mesir (High Court of State Security).™ Selain itu ia juga menjadi dosen di
beberapa Perguruan Tinggi di Mesir dan di Barat. Dari dua latar belakang
di atas —akademis dan jabatan- maka hukum dan undang-undang
merupakan bidang kajiannya.'

Mengenai penerapan hukum pidana Islam Al-‘Asymawi berpendapat
bahwa hukum Napoleon dari Barat yang menjadi landasan Hukum
Pidana Mesir saat ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan syari‘at Islam,
karena hukum yang ada telah menampung dua hal penting dari syari‘at,
aitu unsur ketahanan (deterrence) dan hukuman (punitive).

Lebih lanjut al-‘Asymawi mengatakan bahwa dalam lslam
pembahasan tentang hukuman terbagi menjadi tiga macam, yaitu: al-
hudad, al-ta’zir, dan al-gishash. Di bawah ini akan dibahas tentang
pendapat Muhammad Sa’id al-‘Asymawi tentang tiga hal tersebut:
HUKUMAN HUDUD
Yang dimaksud dengan hukuman huddd adalah hukuman tertentu yans
telah ditetapkan oleh Syari’, baik dalam Alqur'an atau Sunnah Nabi
Muhammad s.a.w., yang berupa perbuatan maupun perkataan. Dalam al-
Qur’an, Ifalimat had atau hudad tidak ada yang berarti hukuman, namun
ia berarti perintah atau larangan, atau berkaitan dengan hukum Allah,

' Carolyn Fluehr, “Against Islamic Extremi
c Extremism”, dalam al-* Awi Ji Melawan
islam Ekstrem, (Jakarta: Desantara, 2002), 4-5 e Jine
15 Al‘Asymawi, “Syari'at: Kodifikasi Hu
_ ; : t: si Hukum Islam” dalam Charles Kurzman (et. al.),
Islam Liberal, terj. Bahrul ‘Uldm (et. al.), (Jakarta: Paramadina, 2001), 39
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yang jika hudad tersebut dilangg':ir maka ia mendapat adzab dari Allah.™
Yaitu terdapat pada al-Quran Surat al-Thalaq (65) ayat 1 dan Surat al-
Nisa’ (04) ayat 14. Maka arti hudad sebagai hukuman merupakan istilah
yang diberikan oleh para ulama figh."”
‘Asyméawi menegaskan, bahwa yang perlu diperhatikan dalam penerapan
hukuman hudid secara umum adalah: pertama, Sudah terbentuk
masyarakat yang adil sebagaimana metode Allah dalam menurunkan
perintah dalam  Alquran, kedua, penerapan hukuman huddad ini
dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan keamanan dalam bidang
ekonomi, sosial dan politik, bukan sekedar menerakan hukuman, ketiga,

hukuman huddd bukan permainan yang bisa diterapkan tanpa syarat yang
ketat, ia harus dilaksanakan dengan berlandaskan takwa, keimanan dan

keadilan'.

Menurut ‘Asymawi, huk
menentukan syarat-syarat yang memberatkan dalam p
hukuman tersebut. Di bawah ini ‘Asyméawi  menerangkan tentang

uman hudad sulit diterapkan karena para ulama
elaksanaan

pendapatnya tersebut:
Dalam undang-undang pidana di Mesir —sebagaimana undang-undang

erdata- disesuaikan dengan enam bahasan yang muncul dalam
khazanah figh: pencurian (al-sarigat), menuduh berbuat nista (al-gadzal),
perampokan (gath’ al-thariq), perzinahan (al-zind), minuman keras (al-

khamr) dan kemurtadan (al-riddat). -}

1. PENCURIAN

Alguran menyata
potong tangan, se
(05) ayat 38. Da
memenuhi beberapa syarat, yaitu:

kan bahwa orang yang mencuri dikenakan hukum
bagaimana firman Allah dalam Alquran Surat al-Maidat
lam pelaksanaan - hukuman potong tangan harus
barang yang dicuri merupakan barang
berharga (yang mempunyai nilai), tidak ada keraguan dalam kepemilikan
barang tersebut, barang tersebut mencapai harga minimal yang telah
ditentukan'®, tidak ada syubhat (keraguan) bahwa barang tersebut benar- .
benar bukan barang milik pencuri, ketika dicuri barang tersebut harus

berada di tempat yang aman.”’

16 Al-‘Asymawi, al-Syar’at al-Isldmiyyat wa al-Qandn al-Masry, (Kairo: Madbuli,

1996), 71.

7 Ibid.

1: Al-’Asyméwi, al-Isldm al-Siy4si, (Kairo: Madbuli, 1996), 264-265.

® Ulama berselisih pendapat tentang nilai barang yang pencurinya berhak
me'nclapat hukuman potong tangan. Imam Malik mengukur nishab sebesar a-dinar atau
lebih, sedang imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nishab pencurian itu senilai 10

dirham atau 1 dinar.
2 Al-‘Asymawi, al-Syari‘at al-Isldmiyyat.
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. ulama mensyaratkan adanya pengulangan da
gz::ﬁ:a:e gzg‘;gr;an ulama yang lain mensyarattan. Pa.ZWE Pe”CUrian]ailtu
terjadi bukan karena terpaksa, jika terpaksq maka ia tlta. bn?rhak inty
dikenakan hukuman potong tangan. Sebagaimana yatng erjadi pada Masy
‘Umar yang menolak menerapkan hukum potong 3”8:3": pada Pencyy;
unta, karena beliau mengetahui bahwa mereka mgncurt arena terpakg,
dan sekedar menutupi kebutuhan perut mereka. K.arena itu, dalap,
hukum lIslam, sanksi atas pencurian (potong tangan), tidak l.:>erlaku bagi
orang yang kelaparan, tuna sandang, ataupun mereka yang justru by,

bantuan.
Sanksi pencurian, dengan demikian, hanya berlaku untuk kasus-kag;

yang sangat langka, karena adanya syarat-syarat yang memberatkan yang
bisa dibatalkan oleh karena kesamaran, keragu-raguan  ataupun
pemberian ma’af. Dia juga tidak diberlakukan atas orang yang menguasaj
aset negara, badan usaha milik negara, ataupun monopoli harta
kekayaannya, sekalipun jutaan rupiah karena setiap orang berhak atas
uang negara ini yang dimaksud dengan syubhat al-milk (keraguan dalam
kepemilikan). Sanksi ini juga tidak berlaku dalam kasus suap, penyalah
gunaan wewenang, sekalipun hal-hal tersebut merupakan bentuk
kriminalitas yang paling berbahaya dalam masyarakat kontemporer, yang
jika dibiarkan akan menyebar tindak kejahatan yang lain di muka bumi.”
Jika ada yang menganjurkan untuk menerapkan hukuman had pencurian
terhadap pengkhianat tersebut, sehingga had pencurian tidak hanya
karena mencuri barang kecil saja. Maka ‘Asymawi berpendapat bahwa
hukuman bagi penghianat tersebut bukan termasuk had pencurian seperti.
yang tertuang dalam pendapat ulama figh, dan hal tersebut menandakan
perlunya ijtihad baru terhadap hukum tersebut. Karena dalam had
terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan para ulama, dan jika itu
diterapkan bagi penghianat uang negara maka ia bukan hukum syar’i
karena tidak terdapat dalam Alqur’an tapi hanya merupakan pendapat
manusia. Bahkan di beberapa negara, para penghianat/penipu uang
negara dikenai hukuman mati bukan hukum potong tangan.”* Sedangkan
undang-undang Mesir menetapkan sanksi atas pelakunya dengan
hukuman kerja paksa selama-lamanya ditambah dengan tuntutan
pengembalian apa yang dicuri. Beberapa negara komunis, bahkan
menetapkan pidana mati atas kriminalitas ini. Akan tetapi, tetap saja
kriminalitas ini tidak pernah berhenti dan lenyap dari sejarah manusia.*

2 Al-"Asymawi, Ushdl al-Syari‘at, , (Kairo: Madbuli, 1983), 118.
22 Al-‘Asymawi, al-Syari’at al-Isl&miyyat, 74.

3 Ibid. i '
 bid, o

»
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2. MENUDUH BERBUAT NISTA (AL-QADZAF)
Hal tersebut tertuang dalam al-Quran surat al-Ndr (24) ayat 4 dan ayat
23. Kedua ayat tersebut merupakan ayat yang mencela perbuatan qadzaf
(menuduh orang lain berbuat nista), dan hanya ayat yang pertama yang
menerangkan secara jelas tentang jumlah hukuman yang diberikan.”’
Dalam kedua ayat tersebut juga menerangkan bahwa si penuduh
mendapat julukan fasiq dan mendapat laknat dari Allah di dunia dan
akhirat, Ayat pertama selain menerangkan hukuman bagi penuduh zina
juga menerangkan agar kaum muslimin tidak menerima kesaksiannya,
karena ia tidak bisa dipercaya. Maka, secara tidak langsung ayat ini juga
menerangkan tentang perlunya orang bertakwa dan bersikap adil dalam
masyarakat bukan bersikap sebaliknya.?

Secara jelas juga al-Qur'an menerangkan bahwa hukuman ini berlaku
bagi para wanita dan tidak menerangkan tentang penuduh dari kalangan
lelaki, namun sebagian besar ulama figh bersepakat bahwa hukuman
tersebut juga berlaku bagi lelaki yang menuduh seorang muslim berbuat
nista. Maka hukuman bagi lelaki tersebut merupakan hasil ijtihad ulama,
bukan diambil dari dzahir ayat.”’ Dalam undang-undang Mesir, gadzaf
termasuk tindakan pidana yang pelakunya -terbukti benar atau salah-
tetap dijatuhi hukuman karena telah mencemarkan nama baik dan

mengganggu privasi orang lain.*®

3. PERAMPOKAN
Hal tersebut tercantum dalam surat al-Maidat (05) ayat 33. Secara jelas

menerangkan tentang hukuman yang berhak didapatkan oleh
orang yang memerangi Allah dan rasulNya, atau memerangi agamaNya,
maka menurut al-’Asymawi, ayat ini diturunkan khusus untuk Nabi
Muhammad s.a.w.. Karena itu, hanya Nabi yang berhak menerapkan
hukuman tersebut. Setelah Nabi wafat, ayat ini tidak dapat diberlakukan
lagi. Namun dalam figh Islam, para ulama mengambil ayat di atas sebagai
sandaran/dalil dalam menerapkan hukuman had bagi orang yang
mengganggu masyarakat atau para penyamun yang merampok dan
semisalnya.?’ Hal ini memperjelas bahwa dengan meluasnya materi figh,
terjadi kerancuan antara makna syari‘at dan figh.*

Namun jika para ulama menyamakan perampokan dengan
hukuman yang tertera dalam ayat di atas, sesungguhnya undang-undang
pidana Mesir telah menerapkan hukuman had yang sama dalam al-

ayat ini

25 Al-*Asymawi, Ushdl al-Syari‘at, 119.

26 hid.,

7 tbid.

28 ‘Abdyl Qadjr ‘Audah, him. 456.
2 bid., 126."

3 fhid.
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g Mesir pencuri dan perampok  dihyky,
shal — al-sydqqat) hal ini sama dﬂhgﬂ“

tinggalnya. Sanksi itu berlaku bila IidiE
bunuhan atas korban perampokan. Sementarg h;|
terbukti ~ dilakukan cambil  membunuh  korban, maka sanksj Y«‘lnE:
dikenakan adalah hukuman mati.” Dan jika dalam al-Quran diterangy -
bahwa jika pelaku kejahatan tersebut bertaubat, maka ia terbebas ¢
hukuman. Sedangkan dalam undang-undang pidana Mesir hukuman iy,
akan tetap dilaksanakan meskipun pelakunya telah bertaubat.*

Palam undang-undan
kerja  paksa (al-asys
1 dari tempat

Quran.
dengan
mengasingkanny:
disertai dengan pem

4. ZINA

Ayat yang menerangkan tentang hukuman akibat perbuatan zina terbag;
menjadi tiga bagian: .

Pertama, firman Allah dalam Alquran surat Al-Nisd” (4) ayat 15 yang

menerangkan bahwa hukuman bagi seorang yang berbuat zina ditahan (i
dalam rumah hingga meninggal atau Allah akan memberikan jalan yang

lain.
Ayat yang kedua adalah firman Allah dalam Alquran surat al-Nisa’ (4) ayat
ahwa hukuman bagi seseorang yang berbuat zina

16 yang menerangkan b
adalah al-idza’ (hukuman) tanpa dibatasi macamnya, yang ketentuannya

diserahkan kepada wali dan disesuaikan dengan kondisinya.”

Ayat yang ketiga adalah firman Allah dalam Alquran surat al-Nar (24) ayat
2 yang menerangkan bahwa hukuman bagi seseorang yang berbuat zina
adalah hukuman cambuk 100 kali.

Ketiga ayat tersebut menerangkan hukuman yang berbeda-beda bagi
pelaku zina. Namun, terdapat Hadits Nabi yang menganjurkan hukuman
rajam bagi seseorang yang berbuat zina. Dalam hal ini ada yang
berpendapat bahwa keputusan' Nabi Muhammad tersebut diambil dari
firman Allah yang telah dinaskh namun hukumnya masih berlaku, yaitu

firman Allah yang berbunyi:
aSa e Al g & Cpe WSS A Leo gan 8 L ) 13) Al 5 el

laki dan perempuan berzina maka rajamlah

Artinya: Jika seorang laki-
dari Allah, dan sesungguhnya Allah Maha

keduanya sebagai hukuman
Mulia lagi Maha Bijaksana

pus namun

Dengan demikian, meskipun ayat tersebut telah diha
lebih baik

hukumnya tetap, ini menandakan bahwa hukuman rajam

3 Ibid.
32 Al-‘Asymawi, al-Syari‘at al-Islamiyyat, 78.
3 Al-‘Asymawi, Ushdl al-Syari‘at,, 120.
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dipertahankan demi kemaslahatan daripada harus dihapus sebagaimana
ayat tersebut dinaskh.**

Hal tersebut dikuatkan dengan Hadits Nabi Muhammad s.a.w.. yang
berbunyi:

le Aa C08N R 7Ky CORIL RN (B Al aglll Tl alll (i J8

PP (8 68 e S LA 500 25 o8
Artinya: Nabi s.a.w. bersabda : Para janda didera 100 kali kemudian
dirajam dan jika ia seorang gadis didera 100 kali dan diasingkan selama
setahun.

Sedangkan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa hukuman
bagi seseorang yang berbuat zina adalah hukuman cambuk baik bagi yang
muhshon atau ghoiru muhshon. Pendapat ini didasarkan pada dzahir dari
teks ayat al-Qur'an, dengan kemungkinan bahwa Hadist yang
menerangkan tentang adanya hukum rajam diturunkan sebelum ayat
tentang jild (dera) turun.*® |

Untuk mendapat menentukan hukuman yang sebenarnya hendaknya kita
- merujuk pada sebab turunnya ayat. Bahwa perintah Nabi Muhammad
untuk merajam pelaku zina dikarenakan perbuatan itu dilakukan antara
lelaki Yahudi dan wanita Yahudi, yang kemudian mereka mengadu
kepada Rasulullah agar tidak dihukum seperti yang tercantum dalam
Taurat, 'yaitu rajam, yang berbunyi: “Jika terdapat lelaki yang
bersetubuh/berbaring bersama wanita yang beristri maka keduanya
berhak dibunuh: lelaki yang menggauli dan wanita itu sendiri sehingga
akan hilang/lenyap keburukan dari Bani Israil” karena pengaduan tersebut
maka turunlah hukum dalam al-Qur’an surat al-Maidat (05) ayat 43-47.
Kemudian Nabi menyuruh untuk menghukum kedua pezina tersebut
" dengan hukuman rajam sesuai yang tercantum dalam kitab Taurat.””
Telah diketahui bersama bahwa kedudukan al-Qur'an lebih tinggi dari
Hadits Rasulullah karena ia merupakan penjelas terhadap ayat-ayat al-
Quran. Al-’Asymawi kemudian menegaskan bahwa ayat al-Qur’an hanya
bisa dinaskh dengan ayat al-Qur'an dan Hadits tidak bisa menaskh al-

Qur’an.’®

“ Ibid.

35 Muslim, Shahih Muslim, hadits no. 3200.
* Ibid.

7 3bld.; 121,

38 Al-'Asymawi, al-Syari‘at al-Islamiyyat.
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berpendapat bahwa hukuman bagi pezina 54,

aka al-‘Asymawi . : i h |
zjlmbuk bukan rajam karena ayat al-Qur’an turun IR gh Perintah NP:g]i |
untuk merajam pezina. Namun setelah Nabi Muhammad meninggy| Par

. entang  hal tersebut dan mengatakan:
sahabﬁzkub;rsiﬂlgul:egerdssarkan al-Qur’an dan merajam berdasiﬁ;
::gigts Nabi”. Menurut ‘Asymawi pendapat ini Pe”L_J diPertanyakaz
karena tidak mungkin kejahatan yang samé mempunyai hukuman Van
berbeda tanpa ada nash yang jelas. Karena Sunnah  Nabi hany,
menerangkan dan menafsirkan bukan merubah atau menghapus ayat i
Qur'an.” | ;
Selain itu, dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat, yaity: -
Harus disaksikan dengan empat orang adil dengan mata kepala merej,
sendiri dari awal hingga akhir ketika perbuatan tersebut dilakukap,
bahkan saksi harus yakin kalau kedua pezina tersebut tidak tertutupi ole},
selembar benang pun. Kurangnya saksi atau keraguan yang menimpa |
salah seorang dari mereka, dan terbuktinya kebohongan salah seorang
dari mereka, justru akan menimpakan sanksi gadzaf atas keseluruhap
mereka.

Dari beberapa hal di atas, sesungguhnya hukuman bagi pelaku zina inj
sulit diterapkan —bahkan mustahil- karena adanya syarat-syarat yang
memberatkan sehingga sulit memenuhinya.” Bahkan pada masa Nabi
hukuman bagi pezina baru dilaksanakan setelah mereka mengakui
perbuatannya dan tetap mengakuinya meskipun Nabi menganjurkan
untuk menarik pengakuannya.*  Asymawi berkesimpulan bahwa
perbuatan zina merupakan perbuatan dosa dan ditanggung oleh
pelakunya. Yang terpenting dari tujuan agama Islam adalah memperbaiki
sifat manusia daripada menerapkan hukuman.* Dalam undang-undangdi.
Mesir, pelaku zina tidak mendapat hukuman jika dilakukan karena suka |
sama suka, namun jika ada unsur keterpaksaan seperti pemerkosaan .
maka pemerkosa akan mendapat hukuman ta‘zir dari hakim.* |

4. MEMINUM MINUMAN KERAS . |
Tentang penikmat minuman keras, al-Qur‘an "dan Sunnah tidak._-
menyebutkan sanksi yang pasti. Sanksi tersebut hanya bersumber dar
analogi ‘Ali bin Abi Thalib dengan hukuman y:ang dijatuhkan untuk
perkara menuduh berbuat zina.* Maka dari itu, dia tidak dinamakan had’

3

iy
!

¥ |bid.
** Al-‘Asymawi, Ushdl al-Syari‘at, 122.

; 41 A]-‘AsmeWI af-Syar?'at Eh' fS’ﬁ”'“' 77
[ L t
42 ”Jf{i, yya-«JI E

 'Abdul Qadir Aydah, 346.
44 ] e
Al-'"Asyméwi, al-Syari‘at al-Islimiyyat, 45-46.

: . ' h
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(batasan sanksi yang pasti), tapi disebut saja sebagai tazir (sanksi yang
ketetapannya tidak ditentukan dalam al-Qur‘an dan Hadits).
Ayat yang menerangkan minuman keras turun secara bertahap: Pertama,
firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Bagarat (2) Ayat 219. Kedua, firman
Allah dalam al-Qur’an surat al-Nisa” (4) Ayat 43. :
Mengenai hukuman bagi peminum minuman keras, ulama
berbeda pendapat, hal tersebut dikarenakan al-Quran tidak
menerangkan tentang hukuman bagi peminum minuman keras. Dalam
Hadits Nabi, hanya terdapat riwayat bahwa terdapat seorang sahabat yang
mabuk karena minum khamr sehingga berbuat keonaran maka para
sahabat mengadukannya kepada Rasulullah dan beliau tidak menentukan
hukumannya, maka para sehabat memukul pemabuk tersebut dengan
tangan dan sandal mereka.*’
Hukuman tentang peminum minuman keras didapatkan dari riwayat
‘Umar, ketika beliau memusyawarahkan hal tersebut dengan para
sahabat. Kemudian ‘Ali mengusulkan dengan 80 cambukan digiyaskan
dengan penuduh orang lain berbuat zina.“®
litihad ‘Umar dan ‘Alf ini semakin menguatkan bahwa Nabi Muhammad
tidak menentukan hukuman dera bagi peminum minuman keras. Hal ini
menandakan bahwa hukuman tersebut merupakan hukuman ta‘zir yang
keputusannya berada di tangan hakim sesuai dengan maslahat.”
Kemudian dalam pelaksanaan hukuman bagi peminum minuman keras
ini_harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disepakati para
ulama yaitu ia adalah mukallaf (baligh dan berakal) dan dia meminum
minuman keras karena ingin mabuk bukan karena terpaksa.

5. MURTAD
Asas negara pada abad pertengahan berbeda dengan asas negara modern.

“Pada abad pertengahan pemikiran tentang suatu negara belum jelas dan
tertata, ketika itu agama merupakan pondasi negara, sebagaimana agama
- merupakan lambang kebangsaan atau nasionalisme. Di daerah Timur,
Islam merupakan negara sedangkan di Barat, Kristen adalah negara.
Seorang muslim akan menjadi warga negara di setiap masyarakat muslim
atau kelompok muslim, sebagaimana seorang Nasrani yang menjadi
warga negara atau anggota di masyarakat atau kelompok Kristen. Dan
kelompok minoritas selalu mendapat perlindungan dari kelompok
mayoritas.*® Maka ketika seseorang yang keluar dari agama ia dianggap
telah melakukan pengkhianatan, karena ia dianggap telah bergabung

* Ibid. 79.

6 Al-‘Asymawi, Ushdl al-Syari‘at, 124.
7 Ibid.

“8 Ibid., 127.
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ma musuh mereka, yaitu negara mereka."Karena itu hyj
r dari Islam adalah sangat berat sebagaiman
d s.a.w. bahwa beliau bersabda.

dengan aga Umgy,

bagi seorang yang kelua
diriwayatkan oleh Nabi Muhamma

Artinya: Barangsiapa yang telah mengganti agamanya bunuhlah ia,

Dan di riwayat lain beliau bersabda:

SAE (sl U) 4 11500 S0 AT ) Al U G St ol JB 65 B

5032 L) {5l ddpa] S0y (s Gl 3750 Lty
Artinya: Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi tiada T”h:’:ln |
selain Allah dan Aku Rasulullah kecuali dengan tiga cara yaitu: janda yang
berzina, menghilangkan nyawa, dan meninggalkan agamanya untyk

memisahkan dari kelompok.

Dalam Hadits tersebut Nabi tidak menerangkan tentang apa yang
dimaksud dengan keluar dari agama, apakah keluar dari agama Islam ke

agama lain secara umum, atau dengan makna merubah ajaran agama
Islam dengan ajaran agama lain. Namun secara siyaq (konteks), makna |

Hadits lebih mendekati ke pemahaman yang kedua, yang kemudian

diambil pendapat bahwa hukuman mati merupakan ~hukuman yang
pantas bagi orang murtad -kecuali jika ia bertaubat-, namun Nabi belum
pernah menerapkan had riddat selama hidup beliau,® dalam al-Qur'an
terdapat firman Allah dalam surat al-Bagarat (02) Ayat 256 dan surat |
Yunus (10) ayat 99 yang menerangkan tentang kebebasan individu dalam |
‘memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan tidak ada
pemaksaan untuk menjadi muslim, karena tidak ada kebaikan ketika .
seseorang menjadi muslim karena terpaksa. Begitu juga apabila ada yang
keluar dari agama Islam, Islam tidak merugi bahkan orang tersebut yang -
rugi karena lebih memilih menjadi mulhid daripada menjadi mu"min-fz
Saat ini kebebasan beragama merupakan hak individu di seluruh dunia |
yang tertera dalam undang-undang internasional begitu juga tertera dalam

undang-undang Mesir yang berbunyi: : -
Negara memberikan kebebasan warganya dalam beragama
kebebasan dalam melaksanakan syi’ar agama masing-masing.
perbedaan warganya hanya karena perbedaan agama dan keyakin
tersebut dikarenakan negara didirikan bukan berasaskan agamé
berdasarkan negara yang terdiri dari tanah dan warga (masyara

an. Hal

:Z};b; Daud, Sunan Abi D4ud, (Beirut: Dar al-Kutub a["llmiyyah, 1996), 130
it ’ 3
* Al-‘Asymawi, Ushal al-Syari‘at, 1
? : £ 127,

52 Ibid., 128. y

53 Ibid., 129.
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memiliki sejarah tersendiri. Namun, hal tersebut bukan berarti negara
menghindari penerapan hukum agama dan warisannya -apalagi jika
negara tersebut memiliki sejarah agama yang beragam seperti Mesir-
karena hal tersebut tidak terlepas dari sejarah agama, yang dalam
penerapannya tidak terlepas dari sistem politik.**

HUKUMAN TA’ZIR |

Ta’zir dalam al-Qur’an berarti ta’dzim (pengagungan), seperti yang tertera
dalam al-Qur‘an surat al-Fath (49) ayat 09. Namun dalam istilah figh ta’zir
berubah maknanya menjadi ta’dib (pendidikan akhlak) yaitu jika terdapat
seseorang yang berbuat tindakan membahayakan maka ia dididik dan
diarahkan kepada kebaikan agar melaksanakan perintah Allah dan
menolong masyarakat agar terhindar dari kejahatan sosial.*

Ta'zir adalah hukuman yang tidak terdapat dalam nash al-Qur‘an atau
Hadits yang menerangkan tentang ketetapannya sehingga seorang hakim
diberi kebebasan dalam memutuskan hukuman terhadap suatu perkara.
Al-qur'an dan Hadits Nabi belum menerangkan tentang setiap perbuatan
yang terjadi saat ini dan yang akan datang, keduanya hanya menerangkan
tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja. Sehingga
ketika terjadi perubahan kondisi perlu ijtihad baru yang mungkin
berakibat pada keputusan bahwa suatu perbuatan dianggap salah yang
sebelumnya tidak dianggap salah, atau menghukumi seseorang dengan
hukuman yang lebih berat atau dengan hukuman yang lebih ringan.*

Hukuman had dalam Islam hanya membahas enam macam kejahatan,

sedangkan selain kejahatan tersebut masih terdapat kejahatan yang lebih
besar dan kejam seperti, korupsi, suap, penghamburan uang negara,
pembajakan, homo seksual, narkoba, dan lain sebagainya yang
membutuhkan hukuman yang jelas, karena jika tidak maka akan
membahayakan keamanan masyarakat. Dalam kejahatan tersebut yang
hukumnya tidak diterangkan al-Qur'an dan Hadits bagi wali amri boleh
menerapkan hukuman melalui tazir.”” Tazir juga diberlakukan, bagi
tindakan pidana yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadits namun tidak
memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan tidak mungkin kejahatan
tersebut dibiarkan tanpa hukuman yang bisa menyebabkan kejahatan
semakin meluas, maka ta’zir sangat diperlukan®® dan hakim boleh

54 Ibid.

°% Al-'Asymawi, al-Syari‘at al-Isldmiyyat, 81.
%6 Al-’Asymawi, Ushdl al-Syari‘at,, 129.

*7 Al-‘Asymawi, al-Syari’at al-Isldmiyyat, 81.
%8 Ibid.
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aiai dengah maslahat dan ijtihad belia
entukan hukuman sesuai dens au Yait, |
s B0

men
melalui taZir |
i bukan merup

akan hukuman syar'i namun ia h1. .
jan mcruPaknn hasil pemikiran mantunya_ ,.
Si,

pembedaan ini penting karena P“nc_allﬂgﬁ:j: ;:gétillmi':i\;jq}gu Allah dan 3
hasil pemikiran manusia akan m‘ezbai(ri'tihad merekla sint UL?'ma dan f
hakim, yans mcnjadikan pendapal ir ) 2 ke h( Ul Qharusan_
untuk ditaati; padahal hal tersebut anya P asil pemikiry,

Hukuman ta

merupakan hasil ijtiha(l ulama ¢

A tempat dan waktu.*
erpenting dalam menenty, :.
n

kan keputusan t
dang pidana di Mesir big,

pan undang-un

hak seoran hakim —yaitu k n khusus sesuai dengan undang.
18 A ' atau qadla’iyyat.ﬁ”' Maka U“dang-undafg

ang ada merupakan ta’zir yang merupaka, |

undang “ terbaru- tasyriiyyat : |
: iat bahkan 12 sangat penting diterapkan

tidak menyalahi syart@

lahatan masyarakat.
pada landa

tersebut’
demi kemas

tersebut harus berpegang
da masyarakat yang @

san pokok yaitu penerapannya

&3 pan dalam penerapan hukuman

dil dan bertakwa, sehingga tercapai -

dilakukan pa -
tujuan penerapan hukuman ta’zir tersebut, yaitu menyeru yang hak dan |
melarang yang bathil.** '
HUKUMAN QISHASH |

shéash diambil dari dalil yang tertera di surat a-

Peraturan tentang qi
Bagarat (2) ayat 178-179, sebagaimana ay

tentang hukuman gishdsh yang berlaku pa
dalam al-Qur‘an surat al-Maidat (05) -ayat 45.
pelaku kejahatan". yang sengaja se

membalas perbuatan
antara nyawa dengan nyawa atau bagian tubuh dengan

yang sama, luka dengan luka.
Yang berhak menuntut diterapkannya gishash
tersebut atau wali al-amri jika korban meninggal dunia.

hukuman gishsh ini bisa tidak diberlakukan jika pelaku me
dan korban atau walinya memaafkan perbuatan pelaku tersebut.”
_Diberlakukannya diyat pada awal munculnya agama Islam kare

muslimin masih sedikit dan hidup dikelilingi ka
nyawa seseorang pada masa itu sangat ditekankan untuk menci

:,: AI-:Asyméjwi, Ushdal al-Syari‘at, 130.

. AI-‘Asym:fwi_, al-Syari’at al-Islamiyyat.

i A1-JAsym:i|W|', al-Islam al-Siyasi, (Kairo: Madbli 1996), 233.
s )}::-‘Asyme}w& Ushdl al-Syari‘at,. LR '

- AI-‘ﬁsym?w[, al-Syari’at al-Islamiyyat.

g .rb,:d_ ?s1y:;r;z‘aw1, Ushal al-Syari‘at,, 130.
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__ kebersamaan. Maka pembayaran diyat dilakukan sebagai pengganti
§ nyawa seseorang atau untuk menahan terjadinya pembunuhan, sehingga
F-_ yang berkurang dari jama’ah muslim cuma satu orang, dan pelaku diajari
; untuk selalu berbuat kebaikan agar tidak berbuat kajahatan lagi, sehingga
jama’ah tersebut selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Namun pada
masa selanjutnya, terutama pada masa ini, karena melemahnya
keimanan, semakin banyak orang yang meremehkan nyawa seseorang
karena keberadaan harta kekayaan, sehingga ia mudah mengganti nyawa
seseorang dengan rela membayar diyat. Dan kemungkinan harta tersebut
ia dapatkan melalui cara yang tidak halal seperti korupsi dan sebagainya.
Yang dengan keberadaan uang tersebut, ia berusaha meneror pejabat
pemerintahan atau musuhnya dengan membunuh kemudian ia merayu
hakim atau keluarganya untuk menerima diyat sehingga ia terbebas dari
jerat hukuman gishash.%Atau karena ketika seseorang membayar diyat ia
E terbebas dari hukuman qishash, maka keluarga korban sengaja menerima
f diyat tersebut demi hawa nafsu mereka.

Karena itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa tidak terjadinya
hukuman gqishash dianjurkan bagi hakim untuk menentukan hukuman
lainnya melalui ta’zir sehingga tidak terhapus semua hukuman. Pada masa
ini, telah berdiri tempat peradilan sebagai tempat perwakilan untuk
menyelesaikan perkara masyarakat dan bertanggungjawab dalam
menghukumi “setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Si korban
mempunyai hak untuk menuntut pelaku kejahatan, namun jika ia
memaafkan pelaku bukan berarti pelaku terbebas dari tuntutan
masyarakat, karena tindakannya tersebut selain merugikan korban juga
merugikan masyarakat secara umum.®’

Maka dalam penerapan hukudman gishash, jika pelaku dimaafkan dan
membayar diyat (denda) maka hakim bisa memberlakukan hukuman
lainnya melalui ta’zir, karena setiap kejahatan patut mendapat ganjaran
agar pelaku menjadi sadar yang dikondisikan dengan zaman.. . ‘
Dalam menerapkan hukum pidana Islam di atas (hudud, tazir dan
gishash) al-Asymawi berpendapat bahwa ketetapan sanksi hukum dalam
Islam tersebut, disyaratkan dengan menyiapkan dan mendidik masyarakat
terlebih dahulu agar menjadi manusia yang terpercaya, adil dan bertakwa.
Pendidikan itu penting untuk menjamin agar sanksi-sanksi tersebut tidak
diterapkan secara salah, dengan kesaksian yang bohong, ataupun sistem
peradilan yang bobrok. ' '
‘Asymawi menyebutkan bahwa ajaran Islam sebenarnya lebih dari
sekedar penerapan sanksi-sanksi. Nabi sendiri pernah bersabda:

¢ Ibid.
% Ibid.
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Isrz:inartinya setiap kali masyarakat berhasil menghindarkan satu dar; sekia
f

) eracuan kasusnya ataupun karena tradisi saling memaaf
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%fz?aginag;u,g%tiap sanksi-sanksi yang disebutkan tadi, mgmilitfi berbagai
persyaratan yang sulit —untuk tidak mengatakan musFahll: diwujudkay,
Karena sanksi-sanksi tersebut hanya menyangkut sebagian tindak Kriming|
saja, batal ketika ada kesamaran dan pen?a’afan, syarat-syaratnya juga
mustahil diwujudkan, dan juga butuh persiapan masyarakat yang relagj
lama, khususnya di zaman sekarang, maka undang-undang kriminal Megj;
menganggap semuanya merupakan bagian dari ta’zir saja.”® ‘Asymawi
menyatakan bahwa untuk menerapkan hukuman Islam dalam sebuah
kehidupan bernegara, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaity
masyarakat di negeri itu harus beriman dulu, sehingga hukuman itu bisa
diterapkan bagi yang melakukan sebuah pelanggaran.”
‘Asymawi menyatakan bahwa hukum Napoleon dari Barat yang menjadi
landasan hukum pidana Mesir saat ini telah memenuhi kriteria nilai dan
norma syari‘at Islam. Sebab hukum itu telah menampung dua unsur
penting dari syari‘at, yakni unsur ketahanan dan hukuman.” Tidak heran
jika kemudian ‘Asymawi menganggap penerapan syari‘at untuk
menggantikan hukum pidana yang telah ada tidak lagi diperlukan.
Menurutnya, hukum pidana sejumlah poin kecil yang memang tidak
mungkin diaplikasikan tanpa penyesuaian dan ijtihad yang matang.”
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Syari‘at Islam menurut al-’Asymawi adalah manhaj (metode), yang dalam
Islam, syari‘at Islam adalah rahmat. Maka, penerapan syari’at Islam berarti
membumikan nilai rahmat ke setiap insan. Sedangkan penerapan hukum
syari‘at harus didahului dengan rahmat dan landasan keimanan, yang
hukum syari‘at tidak dapat diterapkan sebelum keimanan membi;mi di
masyarakat. Pendapatnya tersebut berdasarkan dari hasil penelitiannya
tentang sejarah turunnya al-Qur'an yang ayat awalnya mengajarkan
tentang keimanan, surga dan neraka, sedangkan ayat yang berkenaan
dengan hukum diturunkan ketika kaum muslimin telah memahami dan
menjalankan agidah Islam.
Berkenaan dengan pendapat al-’Asymawi bahwa hukum syari‘at Islam
bisa diterapkan setelah iman, penulis sepakat dengan hal tersebut, karena
dalam figh Islam, yang menjadi syarat utama sah ibadah seseorang adalah
ketika ia telah menjadi muslim. Dalam kitab figh yang ada, muslim
merupakan salah satu syarat sah ketika beribadah.” Selain itu, syarat
utama seorang muslim menjadi mukallaf adalah ia mengetahui perintah
atau larangan dari perbuatan yang ia kerjakan. Hal tersebut sesuai dengan
Hadits Rasulullah s.a.w. yang menerangkan tentang iman, islam, dan
ihsan. bahwa iman, islam, ihsan adalah hal yang saling berkaitan dalam
menjalankan ibadah.”
Namun, ketika hukum Islam, terutama yang berkenaan dengan hukum
idana, baru bisa diterapkan dengan menunggu sampai masyarakat
membutuhkannya atau setelah landasan iman sudah kokoh dan
kehidupan sosial benar-benar telah membutuhkan hukum Islam itu,
tentunya penerapan hukum tersebut kurang relevan, karena ketika semua
masyarakat telah benar-benar beriman dan bertakwa, tentunya mereka
tidak akan melakukan kejahatan tersebut karena tahu bahwa hal itu
dilarang dalam Islam dan ketakwaan mereka telah menjaganya dari
perbuatan maksiat,”® padahal salah satu fungsi dari adanya hukuman
adalah sebagai salah satu cara agar orang menghindari perbuatan maksiat

dan kejahatan. e
Penolakan al-’Asymawi terhadap penerapan syari‘at Islam tidakglepas dari
agama dan negara. Sebagaimana

pandangannya tentang Islam sebagai
pendahulunya ‘Ali Abd’ al-Razig, al-* Asymawi menolak adanya negara

lslam, karena Islam adalah agama bukan negara. Salah satu alasan
penolakannya terhadap berdirinya negara Islam adalah dengan

alat, namun juga pada pelaksanaan

74 Syarat ini tidak hanya terdapat dalam sh
Figh al-Sunnat, (Kairo: al-Fath li al-

ibadah dalam Islam secara umum. Lihat Sayyid Sabig,

Ilam al-‘Arabi, 1996). _
75 Abd al-Karim Zaidan, al-Madkhal li Dirdsat al-Syari‘at al-Islamiyyat, (Baghdad: al-

Quds, 1989), 159.
76 Menurut M. Imarah, Terwujudnya suatu masyarakat yang seluruhnya beriman
kan negeri utopia. Lihat M. Imarah, 222.

dan bertakwa adalah sama saja dengan mencipta
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ada.”® Diharapkan dari penelitian tersebut menghasilkan titik temu antara
hukum Islam dan undang-undang yang diadopsi dari Barat. Dalam |
penerapan hukum Islam dalam undang-undang Mesir, al-'Asymawi
berpendapat bahwa undang-undang tersebut telah sesuai dengan hukum !
Islam meskipun diadopsi dari undang-undang Barat (Perancis dan Inggris)
sehingga tidak membutuhkan perubahan.

Mengenai hukum pidana di Mesir, al-Asymawi mengemukakan bahwa ' |
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dari Barat dan ia merupakan undang-undang kafir tidak sesuai dengan
nafas Islam. Sedangkan ta'zir hanya bisa diterapkan ketika tidak terdapat
nash al-Qur'an dan Hadits yang menerangkannya. Bahkan 'Abd al-Qadir
'Audah  dalam  kitabnya  al-Tasyri*  al-Jindi  al-Islimy mencoba
membandingkan hukum pidana Mesir dengan hukum Islam yang ada,
yang dalam bukunya tersebut, ia mengkritik undang-undang pidana Mesir
yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal syariat Islam lebih mulia
dan lebih manusiawi karena ia merupakan wahyu dari Tuhan daripada
undang-undang pidana Mesir yang diadopsi dari Barat yang tidak sesuai
dengan ruh Islam.”

Sebenarnya perbedaan antara al-Asymawi dan para penentangnya adalah
jika al-‘Asymawi lebih cenderung untuk menerapkan syari‘at secara
kultural daripada gerakan struktural tekstual yang kelihatannya terlalu
memaksakan diri, sedangkan para penentangnya berusaha menerapkan
syari'at dalam bentuk struktural tekstual.

KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa adanya jajahan Perancis

di Mesir mempengaruhi undang-undang yang berlaku di negara tersebut.
Namun sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim terdapat
tuntutan dari beberapa kalangan baik kelompok maupun individu untuk
merubah undang-undang yang berlaku karena dianggap tidak sesuai
. dengan syari‘at Islam khususnya mengenai undang-undang pidana Islam.
~ Hal tersebut menggugah al’Asymawi  untuk menyumbangkan
- pemikirannya dengan mengadakan penelitian antara undang-undang
pidana yang berlaku dengan hukum pidana Islam. Dari hasil penelitiannya
tersebut ia berpendapat bahwa undang-undang tersebut telah sesuai
~ dengan hukum Islam meskipun diadopsi dari undang-undang Barat
(Perancis dan Inggris) sehingga tidak membutuhkan perubahan.
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